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MOTTO 

يْهِمْ بهِاَ وَصَلِّ عَليَْهِمْْۗ انَِّ  خُذْ مِنْ امَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطَُهِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

ُ سَمِيْعٌ عَليِْمٌ  ٣٠١۝صَلٰوتكََ سَكَنٌ لَّهمُْْۗ وَاٰللّٰ  

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan 

   mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah.    

.............ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha 

.............Mengetahui,(QS. At-Taubah : 103)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan 

(https://quran.kemenag.go.id/ , 2022), 187 

iv 
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ABSTRAK 

Dhira Ervina Safitri, Nurul Setianingrum : Analisis Efektivitas Pemungutan 

Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Jember.  

Kata Kunci : Efektivitas, PAD, Pajak Hotel, Pajak Restoran 

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung 

jawab untuk menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan prinsip 

keterbukaan, keikutsertaan, dan pertanggungjawaban. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) menjadi kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, dengan 

berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan 

daerah. Peningkatan PAD melalui pajak daerah, seperti pajak hotel dan restoran, 

memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan daerah.                                       

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana tingkat efektivitas 

pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Jember?. 2) Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel dan restoran pada 

pendapatan asli daerah Kabupaten Jember?.  

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:  1) Untuk mengetahui tingkat 

efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui hambatan serta upaya yang akan 

dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pemungutan 

pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. 

Penelitian ini menggunakan pedekatan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik 

purposive  yaitu pertimbangan memilih informan yang dianggap mengetahui 

informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Tingkat efektivitas pemungutan pajak 

hotel di tahun 2018-2022 dapat dikategorikan sebagai “Sangat Efektif” dan 

efektivitas pemungutan pajak hotel pada tahun 2018-2022 dapat dikategorikan 

sebagai “Sangat Efektif”. 2) Hambatan yang dialami Badan Pendapatan Daerah  

pada pemungutan pajak hotel dan restoran yaitu wajib pajak tidak konsisten dalam 

hal melapor dan membayar pajak tidak tepat waktu. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel dan restoran yaitu dengan 

memaksimalkan tupoksi yang ada, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM), memperkuat rasa kolaboratif dan komunikatif antar pegawai, peningkatan 

transparansi, dan peningkatan Pengawasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Konteks Penelitian 

 Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat 

harus menjadi pedoman kebijakan dan tanggung jawab untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat di zona otonom. Penerapan otonomi daerah 

mempengaruhi cara penggunaan sumber daya nasional dan jumlah uang 

yang dibagi antara pemerintah federal dan daerah. Karena pembangunan 

nasional diawali dengan pembentukan landasan perekonomian guna 

mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah berupaya 

meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan keberhasilan 

pembangunan perekonomian.
2
 

  Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah uang yang 

dipungut dalam batas wilayah daerah dari sumbernya sepanjang memenuhi 

peraturan perundang-undangan setempat.
3
 Pendapatan Asli Daerah 

dikatakan juga sebuah usaha suatu daerah guna memperkecil 

ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah guna membiayai 

kebutuhan pembangunan sendiri untuk mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah wilayahnya. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam 

pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah 

                                                           
 

2
 Badan Pemeriksa Keuangan RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta : Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan 

Hukum Pemeriksaan Keuangan, 1999), 1. 

 
3
 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah 
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daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang 

ada di daerah.
4
 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daeraah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
5
 Keempat komponen tersebut 

sangat berperan penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah dalam pendapatan daerah maka hal tersebut 

menjadi cerminan keberhasilan kemampuan daerah dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut.  

 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai dengan 

mengidentifikasi dan memanfaatkan sebanyak mungkin sumber-sumber 

potensial yang tersedia seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang 

Sah. Pajak daerah adalah kewajiban pembayaran kepada pemerintah 

daerah yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas sesuai dengan 

ketentuan hukum, tanpa mendapat manfaat langsung, dan digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pajak daerah di 

Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terbagi menjadi 

lima jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air 

                                                           
 

4
 Bayu Purnomo Aji, Ketut Kirya, Gede Putu Agus Jana Susila, 2018: Analisis Sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng, 

Bisma: Jurnal Manajemen,  Vol. 4 No. 2, 98, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-

JM/article/view/22001/13622  

 
5
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/22001/13622
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/22001/13622
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permukaan, serta pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota dibagi 

menjadi sebelas jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan 

logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
6
  Dengan menggali, mengelola 

dan meningkatkan potensi pajak daerah diantaranya pajak hotel dan pajak 

restoran yang ada maka PAD dapat meningkat.  

 Pajak hotel adalah tarif yang dikenakan pada semua layanan yang 

ditawarkan oleh hotel.
7
 Pajak Restoran adalah besaran yang dikenakan 

pada layanan yang diberikan oleh tempat makan. Pajak restoran ini diatur 

oleh pemerintah daerah yakni Peraturan Daerah No 20 Tahun 2011. 

Potensi pendapatan pajak dari sektor hotel dan restoran meningkat sejalan 

dengan kebijakan pembangunan daerah yang lebih fokus pada sektor-

sektor pendukung seperti industri pariwisata dan jasa..
8
 

 Diharapkan pertumbuhan pendapatan dari pajak hotel dan restoran 

akan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga lebih 

banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai menggunakan PAD, menandakan 

peningkatan kualitas otonomi daerah. Sebagai salah satu provinsi yang 

                                                           
 

6
 Eka Yuniati and Yuliandi Yuliandi, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak 

Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”, Vol. 9 No. 1 

(2021), p. 79–92, https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/484/426  

 
7
 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 
8
 Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi 

Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018(Going Concern: Jurnal Riset 

Akuntansi), 15(3), 290–298,  

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/28541/27925  

https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/484/426
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/28541/27925
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memiliki potensi besar, Jawa Timur berupaya mengoptimalkan 

penggunaan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah untuk 

pembangunan yang mendorong kemajuan Provinsi Jawa Timur.
9
 

 Dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

terutama Kabupaten Jember terbagi menjadi beberapa aspek, baik itu 

terkait dengan pajak maupun bukan pajak. Pemerintah juga turut serta 

dalam usaha meningkatkan PAD, baik melalui pembuatan dan penerapan 

kebijakan, seperti menetapkan target pendapatan PAD yang lebih tinggi, 

maupun melalui langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan pajak.
10

 Kabupaten 

Jember, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi untuk 

meningkatkan pendapatan daerahnya dengan memanfaatkan sumber-

sumber pajak daerah, termasuk pajak hotel dan restoran. Salah satu acara 

tahunan yang memberikan kontribusi pada pendapatan daerah Kabupaten 

Jember adalah Jember Fashion Carnaval (JFC) yang merupakan sebuah 

karnaval peragaan busana. Melalui acara ini, Kabupaten Jember 

mendapatkan sebagian pendapatan dari pajak hotel dan restoran. Tiap 

tahun, pengunjung dari dalam negeri maupun luar negeri mengunjungi 

                                                           
 

9
 Rizky Dwi Nur Annisa (2017), “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan 

Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur”,Vol.01No.08,1, 

http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/794e606209c18829188f4f77fc3ecd0e.pdf  

 
10

 Nur Ika Mauliyah, Okta Ayu Lestari, Hilda Aderia HusainiMuhammad Raziv Aulia 

Effendi, “   Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember 

Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember”,  Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen 

dan Akuntansi (JEBMAK) Vol. 2, No. 1, Maret 2023, 210,  

https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/108/60  

http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/794e606209c18829188f4f77fc3ecd0e.pdf
https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/108/60
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Jember untuk menghadiri Jember Fashion Carnaval (JFC). Dengan 

peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Jember, investasi di sektor 

hotel pada tahun 2015 mengalami peningkatan tingkat hunian hampir 

seratus persen. Fakta ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki 

potensi yang besar di sektor pariwisata yang dapat dikembangkan, 

sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pendapatan Pajak Hotel 

dan Pajak Restoran yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD).
11

 

 Potensi pajak dari sektor hotel dan restoran semakin meningkat 

sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah pada sektor-sektor 

pendukung seperti industri pariwisata dan jasa. Jenis-jenis pungutan 

tersebut mencerminkan seberapa besar potensi pajak daerah dalam 

mendukung pembangunan wilayah, dan menghitung estimasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang dimana merupakan salah satu kebijakan dan 

strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pendapatan daerah.
12

 Setelah penerimaan PAD berjalan 

sesuai dengan target pemerintah bahkan melebih target maka hal tersebut 

disebut dengan Efektivitas.  

                                                           
 

11
 Ebtisam Lukman Basyarahil,Ririn Irmadariyani (2019), “Efektivitas dan Kontribusi 

Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Jember”, Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2019, Volume VI (1) : 135-136, 

https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/11157/6730  

 
12

 Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi 

Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018(Going Concern: Jurnal Riset 

Akuntansi),15(3),290–298, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/28541/27925  

https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/11157/6730
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/28541/27925
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 Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember 

dalam melakukan pemungutan pajak daerah selama satu tahun anggaran 

dapat dievaluasi dari efektivitasnya, yang dapat dilihat dari perbandingan 

antara persentase realisasi perolehan pajak daerah dengan target yang 

ditetapkan. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dapat diketahui dengan membandingkan jumlah pajak yang 

terkumpul dengan total pendapatan asli daerah dalam satu tahun 

anggaran.
13

 Kinerja Kabupaten Jember dapat dinilai dari jumlah 

pendapatan asli daerah yang berhasil diperoleh Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) selama periode tahun 2018. 

Tabel 1.1                                                                                                                                  

Data PAD Kabupaten Jember Tahun 2018-2022 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2023 

 Dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Jember mengalami 

perubahan di setiap tahunnya. Tahun 2019 merupakan realisasi pendapatan 

asli daerah terbesar dari lima tahun terakhir yang telah mencapai target. 

Namun, di tahun 2018, 2020, 2021, dan 2022 tidak mencapai target yang  

                                                           
 

13
 Afni Nooraini dan Afif Syarifudin Yahya (2018), Analisis Efektivitas Dan Kontribusi 

Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur), e-journal IPDN: Vol. 5,  No. 2 : 90, 

https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/416/256  

Tahun Target Realisasi Presentase (%) 

2018 609.304.818.610,50 597.509.388.023,37 98,06% 

2019 662.481.418.206,46 667.033.019.479,11 100,69 % 

2020 660.367.999.055,62 593.175.154.485,65 89,82 % 

2021 719.879.915.600,00 659.649.404.423,24 91.63 % 

2022 694.849.881.962,00 640.243.830.361,32 92,14 % 

https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/416/256
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telah ditentukan. Adapun alasan dibalik meningkatnya realisasi 

penerimaan PAD Kabupaten Jember pada tahun 2019 yaitu:  

“BAPENDA melaksanakan gerakan kejar target sebelum akhir 

tahun 2019. Staff bidang penagihan pajak daerah melakukan 

penagihan bagi wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak 

hotel maupun pajak restoran.” 
14

 

 

 Di tahun 2020 merupakan tahun yang mengalami penurunan target 

drastis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia, 

termasuk Indonesia. Sektor pariwisata dan kuliner seketika mengalami 

“mati suri” sejenak yang mengakibatkan penurunan drastis pada pajak 

daerah.  

 Dengan penjelasan tersebut, dibutuhkan kecermatan dan ketelitian 

dalam mengamati serta mengelola sumber-sumber pendapatan daerah di 

Kabupaten Jember, terutama terkait pajak hotel dan restoran. Perlu ditinjau 

apakah pemerintah Kabupaten Jember telah berhasil memanfaatkan sektor-

sektor ekonominya secara optimal untuk mencapai pendapatan asli daerah 

yang maksimal. 

 Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Nasrulloh 

Huda dan Galih Wicaksono, berjudul "Peran Efektivitas dan Kontribusi 

Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung", 

menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pajak restoran di Kabupaten 

Badung selama periode tersebut berada dalam kategori efektif. Realisasi 

penerimaan terkadang melebihi target, mendekati target, atau bahkan jauh 

dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan terbesar dalam efektivitas 

                                                           
14

 Mega, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 08 November 2023 
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penerimaan Pajak Restoran terjadi pada periode tahun 2020-2021, dengan 

angka mencapai 52,09%.
15

   

 Berdasarkan uraian dan temuan penelitian sebelumnya, peneliti 

merasa tertarik untuk menyelidiki efektivitas pengumpulan pajak hotel dan 

restoran, mengingat realisasi pendapatan dari pajak-pajak tersebut selalu 

mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Pentingnya optimalisasi 

pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jember sangatlah 

diperlukan agar dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Jember dalam konteks pelaksanaan otonomi 

daerah. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menyusun sebuah karya 

ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pemungutan 

Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Jember”.                                                                                                  

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran 

pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember? 

                                                           
15

  Muhammad Nasrulloh Huda, Galih Wicaksono (2022), “Analisis Peranan Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung”, JRAK Vol. 13, 

No.1,Tahun2022Hlm:98-110, 

https://www.academia.edu/75006463/Analisis_Peranan_Efektivitas_Dan_Kontribusi_Pajak_Resto

ran_Terhadap_Pendapatan_Asli_Daerah_Kabupaten_Badung  

 

https://www.academia.edu/75006463/Analisis_Peranan_Efektivitas_Dan_Kontribusi_Pajak_Restoran_Terhadap_Pendapatan_Asli_Daerah_Kabupaten_Badung
https://www.academia.edu/75006463/Analisis_Peranan_Efektivitas_Dan_Kontribusi_Pajak_Restoran_Terhadap_Pendapatan_Asli_Daerah_Kabupaten_Badung
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2. Bagaimana hambatan serta upaya yang dilakukan Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel dan 

restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan 

restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember  

2. Mengetahui hambatan dan upaya apa yang dilakukan Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pemungutan pajak 

hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember  

D. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berarti bagi semua pihak terutama pihak yang memiliki keahlian terkait 

dengan masalah yang diteliti, serta dapat memperluas pemahaman 

ilmiah tentang topik tersebut yaitu Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel 

dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Memperdalam pengetahuan peneliti terkait pendapatan asli 

daerah dari penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten 

Jember. 

2) Sebagai bentuk pengaplikasian peneliti atas teori yang telah 

didapatkan selama masa perkuliahan dan juga menambah 

wawasan akan fenomena-fenomena nyata yang terjadi terkait 

pendapatan asli daerah. 

b. Bagi Pembaca 

1) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal 

pengembangannya di bidang penelitian khususnya yang terkait 

dengan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran pada 

pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. 

2) Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan literatur untuk menambah 

wacana baru bagi dunia akademis. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah adalah penetapan construct lalu membuat sebuah 

variabel yang bisa dinilai.
16

 Berikut ini merupakan beberapa definisi 

operasional yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

                                                           
 

16
 Supomo Bambang, dan Nur Indriantoro, “Metodologi Penelitian Bisnis untuk 

Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama”, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 64 
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1. Efektivitas  

Efektivitas merupakan tingkat kegiatan, kegunaan dan 

kesesuaian suatu proses aktivitas dengan target atau tujuan dan usaha 

kegiatan itu. Efektivitas adalah sejauh mana tujuan atau keberhasilan 

yang telah dicapai.
17

 

Efisiensi ini mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan atau kesiapan untuk mencapainya. Sesuatu yang 

dianggap efektif berarti memberikan hasil yang diinginkan atau 

diharapkan atau menimbulkan kesan yang mendalam dan jelas. 

2. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada layanan yang 

disediakan oleh hotel. Artinya, pajak ini berlaku untuk semua layanan 

yang ditawarkan oleh hotel. Menurut UU PDRD, hotel dianggap 

sebagai penyedia layanan akomodasi bersama dengan layanan terkait 

lainnya yang dikenakan biaya.
18

  

Pajak hotel ini diwajibkan pada hotel atas jumlah pembayaran 

atau yang seharusnya dibayarkan. Pajak hotel ini meliputi Motel, 

Losmen, Pesanggrahan, Cottage, Villa, Rumah Penginapan, dan lain 

sebagainya.  

 

 

                                                           
 

17
 Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel 

Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. EKOMBIS 

REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 9(1), 69–80, 

https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/1212/1044  

 
18

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/1212/1044
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3. Pajak Restoran  

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh restoran. Restoran sendiri merupakan fasilitas penyedia makanan 

atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/katering.
19

 

Pelayanan yang diberikan oleh restoran dimaksudkan meliputi 

jasa penjualan makanan dan/atau minuman untuk dikonsumsi oleh 

pembelinya, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat 

lain. 

4. Pajak Daerah  

Pajak daerah adalah kewajiban yang dikenakan oleh negara 

kepada daerah secara hukum kepada individu atau organisasi, yang 

bersifat obligatoris dan tidak mendapatkan kompensasi/imbalan 

langsung.
20

 
 
 

Pajak Daerah merupakan kewajiban kontribusi kepada Daerah 

yang harus dipenuhi oleh individu atau organisasi, dengan sifat 

obligatoris, dan digunakan untuk kepentingan daerah demi 

kesejahteraan maksimal masyarakat. 

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dana yang diperoleh 

dari wilayah setempat melalui berbagai sumber seperti pajak daerah, 

                                                           
 

19
 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, UU No 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (21) 

 
20

 UU No. 28 tahun 2009 
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retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Tujuannya adalah untuk memberikan kewenangan kepada 

daerah dalam mencari sumber pendanaan guna menerapkan otonomi 

daerah sebagai implementasi prinsip-prinsip desentralisasi.
21

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dikatakan pendapatan yang 

diperoleh langsung dari wilayah setempat, termasuk pendapatan dari 

masyarakat, sektor swasta, atau pemerintah daerah itu sendiri.. 

Efektivitas merupakan suatu hasil yang terjadi atas apa yang 

dikehendaki. Efektivitas ini menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai 

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, seperti pajak hotel dan restoran. 

Semakin mendekati target yang ditetapkan, semakin tinggi hasil efektivitas 

dari pajak hotel dan restoran, yang merupakan bagian dari pajak daerah. 

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan kewajiban yang ditanggungkan 

kepada wajib pajak sebagai bakti kepada negara. Pajak hotel dan restoran 

disini secara sukarelawan diberikan dengan melihat pendapatan yang 

diterima oleh wajib pajak atas barang/jasa nya. Pajak tersebut dapat 

berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam 

penelitian ini, memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

 

 

                                                           
 

21
 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia 
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F. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah penelitian ini, penting adanya sebuah 

sistematika pembahasan. Adapun sistematika ini, dibuat menjadi lima bab 

sebagai berikut:  

BAB I: Pendahuluan 

Menggambarkan latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.  

BAB II: Kajian Pustaka  

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu serta uraian kajian teori 

yang meliputi Teori Efektivitas, Tingkat Efektivitas, Pajak, Pajak Daerah 

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

BAB III: Metode Penelitian  

Gambaran pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

subjek penelitian, teknis pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, 

dan tahap-tahap penelitian.  

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis  

Penjelasan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data 

dan analisis serta pembahasan temuan.  

BAB V: Penutup  

Bab terakhir dimana berisi simpulan dan saran-saran.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Pada bagian ini peneliti membandingkan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan peneliti kerjakan dengan tujuan tidak akan 

terjadi plagiasi dan dapat mengetahui perbadaan dari penelitian yang akan 

penulis kerjakan dengan penelitian terdahulu. Berikut merupakan 

penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan 

penelitian:  

1. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak 

Reklame Terhadap PAD Kota Bogor yang diteliti oleh Firli Fissilmi 

Kaaffah dan M. Imam Sundarta (2023) dengan menggunakan metode 

kualitatif memamarkan latar belakang bahwa Kota Bogor adalah 

penyangga Ibukota Jakarta, memiliki pusat pemerintahan, tempat 

wisata, dan tempat rekreasi. Pajak Hotel dan Reklame, yang dihasilkan 

oleh banyak wisatawan, menambah pendapatan kota Bogor. Karena 

banyak wisatawan hanya berwisata atau membutuhkan pekerjaan. 

Selain itu, suatu usaha tidak lepas dari promosi oleh karena itu, 

menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan bisnis 

sangat membantu sektor usaha. Oleh karena itu, keterkaitan antara 

pajak hotel dan pajak reklame menarik untuk diselidiki lebih lanjut. 

Peneliti tertarik untuk mengetahui apakah pendapatan pajak daerah, 

terutama dari sektor pajak hotel dan pajak reklame, akan tetap stabil 

 

15 
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atau mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga lima tahun ke 

depan, yaitu hingga tahun 2022, dan seberapa besar dampaknya. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2018–2022, 

pajak hotel dan reklame di Kota Bogor memiliki efektivitas 

pemungutan rata-rata dalam kategori sangat efektif, mencapai 

111.42%. Peneliti menghitung nilai efektivitas pajak dengan 

membandingkan jumlah penerimaan pajak yang diterima dan target 

penerimaan pajak pada tahun tertentu. Selama tahun 2018–2022, angka 

rasio menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan. Untuk 

meningkatkan pendapatan pajak, disarankan untuk mempertahankan 

atau bahkan meningkatkan strategi pengumpulan pajak hotel dan 

reklame. Dalam kategori "sangat kurang" (SK), kontribusi pajak hotel 

dan reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor tetap di 

bawah 10% dari tahun 2018 hingga 2022.
22

 

2. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga merupakan penelitian yang 

dilakukan oleh Olivia Sheva Pramestya dan Maria Augustine 

Graciafernandy (2023) dengan menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, tingkat 

efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kota Salatiga selama 

periode 2017-2021 dapat diklasifikasikan sebagai "sangat efektif", 

karena rata-rata rasio efektivitas melebihi 100 persen. Rata-rata 

                                                           
 

22
 Firli Fissilmi Kaaffah, M. Imam Sundarta (2023), “Analisis Efektivitas dan Kontribusi 

Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Bogor”, eCo-Bus, Volume 6, 

Nomor 1, 367-377 , https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/764/481  

https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/764/481
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pencapaian efektivitas pajak hotel mencapai 116,37 persen, sedangkan 

rata-rata pencapaian efektivitas pajak restoran mencapai 113,08 persen. 

Hal ini diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak 

dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Salatiga 

selama periode tersebut. Meskipun begitu, nilai kontribusi pajak hotel 

dan pajak restoran dalam periode 2017-2021 tergolong dalam kategori 

"sangat kurang berkontribusi", karena kontribusinya berada di bawah 

10 persen. Kurangnya kontribusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain bahwa pajak hotel dan restoran bukanlah pajak yang 

dominan dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, serta adanya 

pertambahan jenis pajak lain yang memiliki pengaruh lebih besar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penurunan drastis 

terjadi pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, yang 

mengakibatkan pemerintah harus mengurangi tarif pajak bagi wajib 

pajak restoran. Meskipun sumbangan dari pajak hotel dan pajak 

restoran masih dianggap kurang, namun kontribusinya tetap 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga.
23

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ika Mauliyah, dkk (2023) dengan 

judul Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam 

Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember menggunakan teknik 

                                                           
 

23
 Olivia Sheva Pramestya, Maria Augustine Graciafernandy (2023), “Efektivitas Dan 

Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga”, Jurnal 

Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 21, No. 2, 631-641 

https://journals.usm.ac.id/index.php/solusi/article/view/6784/3136  

https://journals.usm.ac.id/index.php/solusi/article/view/6784/3136
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pengumpulan data primer dan sekunder yang memiliki fokus masalah 

yakni: Upaya apa saja oleh UPT PPD Jember untuk mengoptimalkan 

dari pajak kendaraan bermotor? dan Apakah upaya tersebut dapat 

mempengaruhi PAD? Dari hasil penulisan ini dapat disimpulkan 

bahwa penerimaan PKB di UPT PDD Jember berpotensi memberikan 

dampak penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 

berbagai upaya yang dilakukan oleh UPT PPD Jember seperti, 

sosialisasi di kecamatan/kelurahan, sosialisasi tertib pengesahan STNK 

tahunan dan tertib berlalu lintas, adanya layanan unggulan, seta adanya 

penagihan melalui surat-surat perpajakan.
24

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Clarisa Salsabila (2022) dengan judul 

"Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember" 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil uji t (parsial) 

pajak daerah, terlihat bahwa F-hitung > F-tabel (5,730 > 2,306) yang 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. 

Berdasarkan uji t (parsial) pandemi Covid-19, terlihat bahwa F-hitung 

< F- tabel (-1,288 < 2,306) yang berarti H0 diterima dan Ha ditolak. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi Covid-19  berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap PAD. Berdasarkan uji f (simultan), 

                                                           
 

24
 Nur Ika Mauliyah, dkk (2023), “Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam 

Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Jember”,Jurnal Bisnis Manajemen, 

https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/109  

https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/109
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menunjukkan bahwa F-hitung > F-tabel (23,849 > 4,46) yang berarti 

H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pajak daerah dan pandemi Covid-19 secara simultan berpengaruh 

terhadap PAD.
25

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasrulloh Huda dan Galih 

Wicaksono (2022) dengan judul Analisis Peranan Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Badung dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif menjelaskan pada latar belakang bahwa pembangunan di 

suatu wilayah yang berkembang dengan pesat mengindikasikan 

penerimaan daerah tersebut terbilang cukup baik dalam menjalankan 

pemerintahan yang berkemajuan demi kemakmuran dan kesejahteraan 

penduduknya. Sama halnya dengan efektivitas dan kontribusi pajak 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah 

Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. Jenis pajak daerah tersebut merupakan salah 

satu pendongkrak Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Hasil 

dari peneltiian ini yaitu efektivitas Pajak Restoran mengalami kondisi 

instabilitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Rerata tingkat 

efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Badung dalam jangka waktu 

tersebut berada dalam kategori efektif, di mana realisasi penerimaan 

terkadang melebihi target, mendekati target, bahkan jauh dari target 
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yang telah ditentukan. Pertumbuhan terbesar dalam efektivtas 

penerimaan Pajak Restoran terjadi pada tahun 2020—2021 dengan 

angka 52,09%. Meskipun di tengah kondisi pandemi, peningkatan 

tersebut dipicu oleh kinerja dan layanan Bapenda Kabupaten Badung 

yang didasari oleh rencana strategis sebelumnya, yakni menjalankan 

misi 3 (tiga) dengan salah satu strateginya adalah memaksimalkan 

kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable 

Development). Sedangkan, untuk pencapaian kontribusi Pajak 

Restoran terhadap PAD Kabupaten Badung yaitu masuk dalam 

kategori kurang dalam sokongan terhadap PAD, ditambah dengan 

realisasi, baik realisasi PAD maupun realisasi Pajak Restoran 

Kabupaten Badung yang mengalami kondisi fluktuatif pada setiap 

tahunnya. Tercatat penurunan kontribusi terbesar adalah tahun 2019-

2020 sebesar 3,25%, karena pada periode tersebut wabah pandemi 

Covid-19 mulai mewabah di Indonesia dan belum adanya vaksinasi 

sehingga usaha di seluruh sektor mengalami “mati suri” hingga masa 

vaksinasi tersedia. Meskipun begitu, pada tahun kedua pandemi, yakni 

tahun 2021 penurunan kontribusi Pajak Restoran dapat menahan 

depresiasi tersebut di angka 3,16% terhadap PAD Kabupaten 

Badung.
26
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Bryan Gregorius Koyongian, Tressje 

Runtu dan Priscillia Weku (2022) dengan judul Analisis Efektivitas 

dan Kontribusi  Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Banggai menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif menjelaskan pada latar belakang nya bahwa 

Pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran memiliki dampak yang 

signifikan terhadap pendapatan Kabupaten Banggai, menjadikannya 

sektor yang berpotensi baik bagi pendapatan daerah jika dikelola 

dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa 

efektif dan signifikan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai selama periode 

2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat 

efektivitas pajak hotel selama tahun 2017-2020 termasuk dalam 

kategori kurang efektif, sedangkan tingkat efektivitas pajak restoran 

cenderung efektif. Secara kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Banggai, pajak hotel dan pajak restoran 

menunjukkan kontribusi yang masih tergolong kecil dan tidak efektif 

selama tahun 2017-2020.
27

 

7. Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan 

Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di 
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Kota Metro yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh Elli 

Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Ali (2021) dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi 

pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Metro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data 

dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan melalui evaluasi laju pertumbuhan, efektivitas, 

dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat 

pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2016-2020 dinilai tidak berhasil, 

sedangkan untuk pajak restoran dinilai kurang berhasil. Rata-rata 

efektivitas pajak hotel dan pajak restoran selama periode 2016-2020 

dikategorikan sebagai sangat efektif, sementara tingkat kontribusinya 

terhadap PAD dinilai sangat kurang dari tahun 2016 hingga 2020.
28

 

8. Penelitian yang dilakukan Sri Devi Eka Suherman (2021) yang 

berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatakan di 

latar belakang bahwa Realisasi pendapatan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 hanya mencapai 11,6% atau 

sekitar 12,7 juta dari target yang ditetapkan sebesar 109 juta, 

menunjukkan perlunya peningkatan optimalisasi penerimaan 

pendapatan daerah. Melalui penelitian jenis kuantitatif-deskriptif, 
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peneliti menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah di Kabupaten 

Enrekang dinilai efektif. Hal ini terlihat dari data efektivitas pajak 

daerah di Kabupaten Enrekang dari tahun 2015 hingga 2019, yaitu 

103%, 118%, 90%, 99,5%, dan 85%. Rata-rata efektivitas pajak daerah 

mencapai 99,1%, sehingga dapat dikategorikan sebagai efektif. 

Meskipun demikian, kontribusi pajak daerah di Kabupaten Enrekang 

termasuk dalam kategori kurang efektif. Data kontribusi pajak daerah 

di Kabupaten Enrekang selama periode 2015-2019 adalah 14,5%, 

14,4%, 8,9%, 14,1%, dan 13,9%. Rata-rata kontribusi pajak daerah 

Kabupaten Enrekang hanya mencapai 13,16%, sehingga tergolong 

kurang efektif.
29

 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmatika (2021) mengenai 

Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak 

Restoran  dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan membuahkan hasil 

yaitu Selama tahun 2016-2020, tingkat efektivitas pajak hotel, pajak 

restoran, dan pajak reklame di Kabupaten Tabalong terhadap 

Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi, dengan beberapa 

periode mengalami kenaikan dan penurunan. Penerimaan pajak hotel 

di Kabupaten Tabalong selama tahun 2016-2020 memiliki rata-rata 

presentase sebesar 104,296%, yang dapat dikategorikan sebagai sangat 

efektif. Demikian juga dengan pajak restoran, yang memiliki rata-rata 
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presentase sebesar 109,382%, juga dapat dianggap sangat efektif. 

Sementara itu, rata-rata presentase pajak reklame sebesar 65,454%, 

yang tergolong dalam kategori efektif. Dilihat dari rata-rata ketiga 

pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak cukup 

efektif di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, 

tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabalong mengalami 

fluktuasi selama lima tahun berturut-turut, dengan beberapa periode 

mengalami kenaikan dan penurunan. Rata-rata kontribusi pajak hotel 

sebesar 1,32%, pajak restoran sebesar 8,38%, dan pajak reklame hanya 

sebesar 0,21%. Secara keseluruhan, tingkat kontribusi ketiga pajak 

tersebut dikategorikan sebagai "Tidak Efektif", menunjukkan bahwa 

pajak daerah kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan 

Selatan.
30

 

10. Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan 

Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng 

Tahun 2015-2018 merupakan penelitian yang dilakukan oleh I Gede 

Sudarsana, I Nyoman Putra Yasa, dan I Putu Eka Dianita Marvilianti 

Dewi (2019) dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan 

kualitatif menyatakan bahwa hasil dari pertumbuhan Pajak Hotel di 

Kabupaten Buleleng Dari  tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif. 
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Pertumbuhan tertinggi tahun 2018 sebesar 11,66% dan terkecill tahun 

2016 sebesar 7,32%. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran 

mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi tahun 2016 sebesar 

11,64% dan terkecil tahun 2017 sebesar 9,64%, (2) rata-rata efektivitas 

pemungutan pajak hotel sebesar 96,60%, pajak restoran sebesar 

90,92% yang secara keseluruhan pajak tersebut berada dalam katagori 

sangat efektif. (3) tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran 

terhadap PAD berada dalam kriteria kecil dengan persentase 0%-

22,34%.
31

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti Persamaan Perbedaan 

1.  Firli Fissilmi 

Kaaffah dan M. 

Imam Sundarta 

(2023) 

Menggunakan 

jenis penelitian 

yang sama 

1. Berfokus pada 

efektivitas dan 

kontribusi dengan 

objek penelitian 

pajak hotel dan 

pajak reklame 

2. Olivia Sheva 

Pramestya dan Maria 

Augustine 

Graciafernandy 

(2023) 

Terletak pada 

sumber data yang 

digunakan yaitu 

data sekunder  

1. Jenis penelitian  

2. Kota yang menjadi 

objek penelitian 

3. Clarisa Salsabila 

(2022) 

Persamaan 

terletak pada 

variabel yang 

berfokus pada 

pendapatan asli 

daerah 

1. Tempat penelitian 

2. Jenis penelitian 

4. Nur Ika Mauliyah, 

Rani Anggriyani, 

Lailatul Munawaroh, 

Meneliti objek 

yang kaitannya 

mendukung 

1. Objek yang diteliti, 

pada penelitian ini 

objek yang diteliti 
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dan Luluk Khotimah 

(2023) 

Pendapatan Asli 

Daerah dan sama 

sama 

menggunakan 

teknik 

pengumpulan data 

primer dan 

sekunder 

yaitu Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

sedangkan objek 

yang diteliti oleh 

penulis yaitu Pajak 

Hotel dan Pajak 

Restoran 

5. Muhammad 

Nasrulloh Huda dan 

Galih Wicaksono 

(2022) 

Variabel yang 

sama yaitu pajak 

hotel 

1. Jenis penelitian 

2. Sumber data  

6. Bryan Gregorius 

Koyongian, Tressje 

Runtu dan Priscillia 

Weku (2022) 

Menggunakan 

jenis penelitian 

yang sama 

1. Tidak hanya 

meneliti efektivitas 

saja, melainkan 

kontribusi 

2. Sumber data 

7. Elli Fitriyani, Nedi 

Hendri, Karnila Ali 

(2021) 

Sama-sama 

menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif 

1. Tidak berfokus pada 

efektivitas saja 

melainkan 

kontribusi 

8. Sri Devi Eka 

Suherman (2021)  

Terletak di jenis 

penelitian dan 

sama-sama 

meneliti 

pendapatan asli 

daerah 

1. Jenis penelitian .  

2. Objek yang diteliti 

9. Fitri Rahmatika 

(2021) 

Objek penelitian 

yaitu pajak hotel 

dan restoran  

1. Tempat penelitian 

10. I Gede Sudarsana, I 

Nyoman Putra Yasa, 

dan I Putu Eka 

Dianita Marvilianti 

Dewi (2019) 

 

Sama-sama 

menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif 

1. Tempat penelitian 

Sumber : Diolah oleh peneliti 

Penelitian terdahulu di atas mempunyai beberapa perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan tersebut antara lain 

pada penelitian keduanya tidak hanya menggunakan data sekunder, tapi 
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juga menggunakan data dokumentasi dan observasi sebagai penguat data 

penelitian yang akan diteliti.  

B. Kajian Teori 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan 

sebagian dasar pijakan dalam penelitian yang dapat menambah wawasan 

dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian
32

. 

1. Teori Efektivitas 

Efektivitas didefinisikan sebagai keterkaitan antara hasil yang 

dihasilkan dengan tujuan yang ditetapkan, di mana tingkat efektivitas 

diukur dengan sejauh mana hasil, kebijakan, dan prosedur organisasi 

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
33

 Efektivitas ini 

menjadi suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan 

gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

sasaran atau tujuan yang diharapkan. Unsur yang penting dalam 

konsep efektivitas yaitu pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa 

yang telah disepakati secara maksimal, tujuan harapan yang dicita-

citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian 

proses.
34
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Efektivitas mengacu pada relasi antara hasil yang dihasilkan 

dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu aktivitas 

dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan dan sasaran akhir 

yang telah direncanakan. Semakin besar hasil yang diperoleh dalam 

mencapai tujuan, semakin efektif operasi organisasi tersebut.
35

  

Penilaian efektivitas suatu organisasi berfokus pada sejauh 

mana organisasi mencapai tujuan atau sasarannya. Konsep efektivitas 

sering kali berhubungan dengan efisiensi, yang mengacu pada proses 

internal suatu organisasi yang menunjukkan seberapa banyak input 

atau sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit 

output.
36

 Salah satu tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi 

adalah tercapainya efektivitas suatu tujuan yang diharapkan oleh 

masyarakat. Tingkat efektivitas ini dapat dinilai dengan 

membandingkan rencana dan target yang telah ditetapkan dengan hasil 

yang telah dicapai. Ketika suatu pekerjaan tidak sesuai dengan 

rencana, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efektif.
37

 

2. Tingkat Efektivitas 

Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan 
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X 100 

sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas dan tingkat efektivitas 

suatu organisasi dipengaruhi oleh perilaku manajemennya. Efektivitas 

bisa dinilai dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan 

dengan pencapaian yang sebenarnya.
38

 Semakin besar hasil yang 

dicapai, semakin besar pula tingkat efektivitasnya. Sebaliknya, 

semakin kecil hasil yang dicapai maka semakin kecil pula 

efektivitasnya.
 39

 

Indikator dari efektivitas ini berupa output atau keluaran seperti 

realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak dimana 

realisasi penerimaan pajak ini merupakan jumlah penerimaan pajak 

yang nyata (bukan fiktif) yang benar-benar diterima yang dicapai pada 

periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target 

penerimaan pajak yang merupakan rencana penerimaan yang 

tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai APBN.
40

 

Efektivitas bisa dihitung menggunakan rumus berikut ini: 

Efektivitas = Realisasi Penerimaan (Pajak Hotel/Pajak Restoran)                                                              

                      Target Penerimaan (Pajak Hotel/Pajak Restoran) 

 

Kriteria efektivitas sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Kriteria Penggolongan Efektivitas 

 

Nilai Efektivitas 

(Persentase) 
Kriteria  

> 100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

90% - 99% Cukup Efektif 

75% - 89% Kurang Efektif 

< 75% Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 

3. Pajak  

a. Pengertian Pajak  

Pajak merupakan sumbangan yang harus diberikan kepada 

pemerintah oleh individu atau badan, yang diwajibkan oleh hukum 

tanpa adanya kompensasi langsung, dan diperuntukkan untuk 

kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara maksimal.
41

 Pajak dikenakan oleh negara, 

termasuk baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pendapatan 

dari pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran atau biaya-biaya 

pemerintahan. Jika masih ada kelebihan dana setelah pendapatan, 

kelebihan tersebut dialokasikan untuk pendanaan investasi 

publik.
42
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Di negara yang mengatur sistem perpajakan berdasarkan 

undang-undang, pemungutan pajak tanpa dasar hukum yang jelas 

dianggap tidak sah dan bisa dianggap sebagai tindakan pemerasan. 

Pajak diperkenalkan sebagai bagian dari fungsi keuangan dan 

pengaturan yang esensial bagi setiap negara, mengingat negara 

bertugas memberikan perlindungan dan layanan kepada 

masyarakatnya. Oleh karena itu, negara menggunakan pajak 

sebagai cara untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk 

memberikan perlindungan dan layanan tersebut kepada warganya. 

Filosofi pajak klasik mengatakan bahwa “taxes are the sinews of 

the state”. Filosofi kontemporer “taxes are the blood of the state”, 

dalam membangun infrastruktur umum itu berasal dari pemerintah 

bukan dari rakyat.
43

 

b. Fungsi Pajak 

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)  

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran. Oleh karena itu, fungsi 

ini sebagai fungsi yang berusaha memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke dalam kas negara. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)  

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
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Sebagai pengaturan pajak dapat digunakan oleh pemerintah 

untuk mengatur variabel-variabel ekonomi makro untuk 

mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang 

ditargetkan, memperbaiki distribusi pendapatan dan menjaga 

stabilitas ekonomi melalui pengaturan konsumsi dan investasi 

masyarakat. 

3) Fungsi Stabilitas  

Sebagai alat penjaga stabilitas, pajak memiliki cakupan 

yang sangat luas, seperti stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas 

moneter bahkan bisa juga stabilitas keamanan. Fungsi ini 

berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti regulerend. Untuk 

menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit 

perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat 

menetapkan kebijakan pengenaan PpnBM, dan kebijakan-

kebijakan lainnya.  

4) Fungsi Redistribusi  

Pajak berperan dalam mendistribusi ulang pendapatan 

dari individu atau kelompok dengan kemampuan ekonomi yang 

lebih besar kepada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi 

lebih rendah. Karena itu, kepatuhan para wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat dan lengkap 

adalah syarat penting untuk mencapai tujuan redistribusi 

pendapatan ini. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah 
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untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi dan sosial dalam 

masyarakat.
44

 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 sistem yaitu sebagai 

berikut: 

1) Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak 

yang memberikan kebijakan kepada pemerintah atau aparat 

pajak untuk menetapkan berapa besaran pajak terutang oleh 

wajib pajak.  

2) Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak 

yang memberikan kebijakan kepada wajib pajak untuk 

menetapkan besarnya pajak terutang.  

3) With holding system merupakan suatu sistem pemungutan 

pajak yang memberikan kebijakan pada pihak ketiga (bukan 

aparat pajak dan bukan wajib pajak) guna menetapkan pajak 

terutang..
45

 

d. Mekanisme Pemungutan Pajak 

Prosedur pemungutan pajak sendiri meliputi beberapa cara salah 

satunya stesel pajak:  

1) Stesel Nyata (riel stesel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada 
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akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang 

sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan 

atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah 

pajak yang dikena- kan lebih realistis. Sedangkan 

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir 

periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

2) Stesel Anggapan (fictieve stesel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 

oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun 

dianggap sama dengan tahun sebelumnya, se- hingga pada awal 

tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang 

terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah 

pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus 

menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah 

pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

 

3) Stesel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun 

besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada 
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pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta 

kembali.
46

 

e. Perhitungan Pajak  

1) Perhitungan Pajak Hotel  

Dasar pengenaan Pajak Hotel yakni jumlah pembayaran atau 

yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Besaran Pokok Pajak 

Hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar 

pengenaan pajak hotel.  

Rumus Pajak Hotel  = DPP  X  Tarif Pajak Hotel 

 

2) Perhitungan Pajak Restoran  

Sebelum menghitung berapa besar pajak restoran, maka harus 

diketahui dahulu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari pajak 

makan di restoran. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan 

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya 

diterima oleh resto tersebut. Jumlah pembayaran itu biasanya 

termasuk biaya layanan (service charge) yang biasanya 

dikenakan oleh restoran. Jadi, angka DPP ini diperoleh setelah 

mengalikan antara jumlah harga dari item yang dibeli 

konsumen dengan tarif service charge. Rumus pajak restoran 

sebagai berikut :  

Rumus Pajak Restoran  = DPP  X  Tarif Pajak Restoran 
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4. Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan sumbangan yang harus dibayarkan ke 

pemerintah daerah oleh individu atau badan secara wajib dan 

dipaksakan melalui peraturan perundang-undangan, tanpa adanya 

kompensasi langsung, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

wilayah tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara maksimal.
47

  

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.
48

 Pada dasarnya, pajak daerah adalah 

bagian dari pendapatan asli daerah yang diperuntukkan oleh 

pemerintah daerah untuk implementasi kebijakan dan realisasi 

pembangunan daerah, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan adanya kewenangan mengenai pajak daerah yang 

diatur oleh undang-undang, diharapkan daerah dapat lebih mandiri 

dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga dapat secara efektif 

mengatur dan mengurus kebutuhan internal daerah mereka. Jenis pajak 

daerah dibagi menjadi dua yaitu :  

a) Pajak Provinsi yang terdiri dari :  

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
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2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

4. Pajak Air Permukaan  

5. Pajak Rokok. 

b) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :  

1. Pajak Hotel, merupakan pajak dari pelayanan segala fasilitas 

yang telah disediakan oleh pihak hotel karena telah 

menyedikan jasa penginapan.  

2. Pajak Restoran, merupakan pajak dari pelayanan yang telah 

disediakan oleh pihak restoran karena telah menyediakan 

makanan dan minuman.  

3. Pajak Hiburan, merupakan pajak dari penyelenggaraan suatu 

hiburan yang telah menyediakan berbagai jenis tontonan, 

pertunjukan, permainan ataupun keramaian.  

4. Pajak Reklame, merupakan pajak dari pemasangan reklame 

yang dibentuk untuk tujuan mempromosikan dan menarik 

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang maupun badan 

yang dapat dinikmati secara umum.  

5. Pajak Penerangan Jalan, merupakan pajak atas pemakaian 

tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun didapat dari 

sumber lain yang digunakan untuk menerangi jalan umum yang 

dibayar oleh pemerintah daerah.  
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6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, merupakan  pajak 

dari kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan 

yang berasal dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi 

untuk dimanfaatkan.  

7. Pajak Parkir, merupakan pajak dari penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor.  

8. Pajak Air Tanah, merupakan pajak dari pengambilan air yang 

terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan 

tanah.  

9. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, 

merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau 

dimanfaatkan oleh setiap orang kecuali kawasan yang 

digunakan untuk usaha perkebunan, pertambangan dan 

perhutanan.  

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, merupakan 

pajak yang dilakukan karena peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh 

setiap orang maupun badan.
49

 

5. Pendapatan Asli Daerah  

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan asli daerah adalah pemasukan yang diperoleh 

pemerintah daerah dari kegiatan pemerintahannya dan layanan 
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yang diberikan kepada masyarakat, serta dari pemanfaatan sumber 

daya yang ada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.
50

 

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah  

Sumber-sumber PAD berasal dari:  

1. Pajak Daerah, merupakan pajak-pajak yang telah ditentukan 

pemungutannya dalam peraturan daerah dan para wajib pajak 

tidak mengambil imbalan dari pemerintah daerah.  

2. Retribusi Daerah, merupakan suatu pungutan yang dikenakan 

terhadap masyarakat karena telah menikmati fasilitas yang 

telah disediakan oleh pemerintah daerah. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, 

merupakan pendapatan yang didapat dari pengelolaan badan 

usaha milik daerah ataupun lembaga lainnya yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah.  

4. Lain-lain PAD yang sah, merupakan pendapatan yang 

diperoleh pemerintah daerah selain dari tiga jenis dari 

pendapatan diatas. Contonya seperti hasil dari penjualan 

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, 

selisih nilai tukar mata uang asing ataupun bentuk lain dari 

penjualan barang atau jasa dari daerah.
51
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Pembagian ini bertujuan untuk mencerminkan keadilan dan 

keseimbangan antar wilayah, mengingat variasi potensi ekonomi 

dan keuangan di masing-masing wilayah. Dana perimbangan, 

sebagai contoh, dimaksudkan untuk mendukung daerah-daerah 

yang memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan 

sendiri, sehingga semua wilayah dapat menyediakan layanan dasar 

bagi penduduknya.
52
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan yaitu 

pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mana fokus pada pengamatan terhadap situasi alami objek penelitian, di mana 

peneliti memainkan peran penting sebagai instrumen dalam prosesnya..  

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif untuk memahami yang ada di 

lapangan dengan menggambarkan, mengungkapkan, kemudian menjelaskan 

dengan menyajikan secara deskriptif. Dalam mengumpulkan data tersebut ide 

pentingnya adalah bahwa peneliti meneliti langsung pada objek penelitian 

untuk melaksanakan pengamatan suatu fenomena dalam suatu keadaan yang 

alamiah.
53

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Kabupaten Jember, yang terletak di Jl. Jawa No.72, Kecamatan Sumbersari, 

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada 

keadaan faktual bahwa BAPENDA bertanggung jawab atas pengelolaan 

pendapatan daerah, dengan prinsip-prinsip otonomi dan subsidi, serta sebagai 

pelaksana pengumpulan pendapatan daerah. 
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C. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek penelitian digunakan sebagai sumber 

informasi, dan peneliti menerapkan teknik purposive. Teknik purposive adalah 

pendekatan pengambilan sampel di mana pemilihan subjek didasarkan pada 

pertimbangan tertentu.. Pertimbangan tersebut yakni orang tersebut dianggap 

paling tahu mengetahui tentang permasalahan yang akan di teliti sehingga 

akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang 

akan diteliti.
54

 Dengan menggunakan teknik tersebut, diharapkan hasil 

penelitian yang akan didapat terkait dengan efektivitas pemungutan pajak 

hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember tersebut 

akurat dan lengkap. 

Adapun subyek atau yang bisa disebut informan yang akan dipilih pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mega Wulandari selaku Kabid Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan 

Pajak Daerah Lainnya. 

b. Agung B. Aji selaku staff Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan 

Pajak Daerah Lainnya. 

c. Sugeng Mulyono selaku staff Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah 

dan Pajak Daerah Lainnya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi 

keberhasilan suatu penelitian. Kualitas suatu data sangat ditentukan oleh alat 
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atau instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data. Beberapa teknik 

pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu :  

1. Observasi  

Observasi yang dimaksud yaitu mendatangi BAPENDA Kabupaten 

Jember guna mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan untuk 

penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar ide dan 

informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu pembahasan tertentu.
55

 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan guna 

menemukan permasalahan yang akan diteliti. Apabila peneliti 

menginginkan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih 

mendalam dan informanya sedikit atau banyak.
56

 

Peneliti menggunakan teknik wawancara agar memahami 

bagaimana efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember. Teknik wawancara yang 

dipilih adalah teknik wawancara semistruktur (semi structure interview), 

yang mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan kemudian dikembangkan pada saat 

wawancara berlangsung. Teknik wawancara ini digunakan untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 
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wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya, serta hasil yang diperoleh 

sesuai dengan fokus masalah. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data ini merupakan menghasilkan catatan 

penting tentang masalah penelitian. Hasilnya adalah data yang lengkap, 

sah, dan tidak berdasarkan perkiraan.  

E. Analisis Data  

Pada bagian ini, dijelaskan gambaran bagaimana prosedur analisis data 

yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti 

akan melakukan pengolahan data. 
57

 Analisis data bisa dikatakan juga proses 

menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dengan cara pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan membuat kesimpulan. Berikut analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini:    

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan hal utama dalam setiap kegiatan 

penelitian. Hingga dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan 

observasi kepada objek, wawancara mendalam dengan teknik wawancara, 

dokumentasi  pada setiap kegiatan yang dilakukan.  

Pengumpulan data sangat diperlukan dalam penelitian, 

pengumpulan data dalam penelitian tentang Analisis Efektivitas 

Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah 
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Kabupaten Jember ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data  

Mereduksi data melibatkan proses peneliti dalam menyusun 

ringkasan, memilih informasi inti, memusatkan perhatian pada aspek yang 

signifikan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan 

demikian data yang diperoleh akan lebih mudah untuk direduksi dan 

memberikan gambaran yang jelas dan terinci. 

Data yang telah diperoleh pada penelitian ini kemudian dirangkum 

menjadi satu sehingga dapat diperoleh hal-hal penting yang terkait dengan 

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.  

3. Penyajian Data  

Setelah dilakukannya direduksi data, langkah selanjutnya men-

display-kan data. Dalam hal ini penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk yang berbeda, dalam melakukan penyajian data selain dengan teks 

yang naratif bisa berupa matrik, grafik, chart dan network (jejaring kerja).  

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian lengkap, tabel serta 

grafik guna menggambarkan efektivitas Efektivitas Pemungutan Pajak 

Hotel dan Restoran Kabupaten Jember sehingga mudah dipahami.  

 

 

 



 

 
 

46 

4. Kesimpulan  

Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan 

dari penemuan dapat mencakup penjelasan atau gambaran tentang suatu 

objek yang sebelumnya tidak begitu dipahami, yang setelah diteliti 

menjadi lebih jelas. Kesimpulan juga dapat mencakup hubungan sebab-

akibat atau interaksi, hipotesis, atau teori. 

Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah bentuk 

kesimpulan yang mungkin atau mungkin tidak menjawab pertanyaan 

penelitian awal. Hal ini disebabkan, seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, bahwa pertanyaan dan rumusan masalah yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif selalu berubah dan akan berubah seiring 

berjalannya waktu.
58

 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
59

 Jadi, teknik 

keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu teknik triangulasi sumber, 

merupakan teknik perbandingan data yang diperoleh melalui metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Dalam penelitian terdapat tiga tahapan yang dilakukan peneliti yaitu :  
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1. Tahap Pra-Lapangan  

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari 

permasalahan dan mencari referensi yang terkait. Peneliti mengambil 

permasalahan mengenai “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan 

Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember”. Pada tahapan 

ini dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya:  

a) Menyusun rencana penelitian  

b) Memilih objek penelitian  

c) Mengurus perizinan 

d) Menentukan informan  

e) Memahami etika dalam penelitian.  

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan  

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek 

penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada 

pendapatan asli daerah kabupaten Jember. 

3. Tahap Penyusunan Laporan  

Setelah peneliti mendapatkan data, serta data tersebut sudah di 

analisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat 

laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan 

kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvsisi jika terdapat 

kesalahan dan kekurangan. 
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BAB IV  

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS  

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

 Pada bagian ini, mendeskripsikan gambaran umum objek 

penelitian dan diikuti oleh sub-sub bahasan disesuaikan fokus penelitian. 
60

 

1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Kabupaten Jember memiliki otonomi yang memungkinkannya 

untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya sendiri. Pemerintah 

daerahnya memiliki wewenang untuk meningkatkan pendapatan 

daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Awal berdirinya Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 1950 sebagaimana 

tercatat dalam Staatsblad No.12 tahun 1950 dengan nama Dinas Pasar, 

yang kemudian mengalami tiga kali perubahan nama.:  

a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah  

b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah  

c. Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tingkat II Jember 

Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tingkat II Jember 

adalah bagian dari Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal 

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Dalam Negeri. Kepala 

Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jember bertanggung jawab 

langsung kepada Bupati sebagai Kepala Daerah. Wilayah Kabupaten 
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Jember yang luas menyebabkan Dinas Pendapatan Daerah memiliki 

satu cabang Dinas dan tujuh Sub Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (Sub 

UPTD), yang masing-masing mencakup wilayah kerja pembantu 

Bupati Kabupaten Daerah Jember. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah No.28 Tahun 2003, 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember digabungkan dengan 

Dinas Pasar, yang mengakibatkan perubahan struktur organisasi. 

Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dibagi menjadi 

lima wilayah UPTD dan dipimpin oleh Kepala UPTD. 

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja aparatnya dalam 

menghadapi otonomi daerah, dilakukan penyempurnaan dalam 

pembagian tugas dan optimalisasi pelaksanaan kewenangan Bidang 

Pendapatan. Ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

No. 28 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Seiring dengan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 

2016 oleh Bupati Jember, Dinas Pendapatan Daerah berubah nama 

menjadi Badan Pendapatan Daerah. Meskipun terjadi pergantian nama, 

tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya tetap sama. Namun, 

perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan 

Pendapatan Daerah sehingga dapat mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan. Pada tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 

diperbarui menjadi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021.
61

 

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Visi : 

“Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan 

Produktif”. 

Misi :  

a. Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan.  

b. Menggali dan pemungutan Pendapatan asli Daerah secara  

c. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.  

d. Memenuhi pemasukan pendapatan daerah 
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3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

 
 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2023

 

5
1
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4. Tugas dan Fungsi  

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

di bidang keuangan. BAPENDA juga menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut :  

a. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja 

Badan di bidang pendapatan daerah; 

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah; 

c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah; 

d. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pendapatan daerah 

dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; 

e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dengan Perangkat Daerah dan instansi 

terkait; 

f. Pelaksanaan koordunasi pemungutan PAD; 

g. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada 

lingkup Badan; 

h. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; 

i. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi 

pemungutan daerah lainnya; 

j. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan 

PAD dan pendapatan daerah lainnya; 
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k. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja 

Badan di bidang pendapatan daerah ; 

l. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan 

urusan di lingkup bidang pendapatan daerah; 

m. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD 

dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait; 

n. penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah 

lainnya; 

o. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi 

terkait; 

p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

peningkatan PAD; 

q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD 

dan pendapatan daerah lainnya;  

r. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan 

PAD dan pendapatan daerah lainnya;  

s. penetapan rencana program, kegiatan penganggaran pada 

lingkup Badan; 

t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan; 

u. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan; 

v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya serta tugas pembantuan.
62
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5. Kondisi Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember 

Keadaan lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

diuntungkan dengan adanya sumber daya manusia (SDM). Sumber 

Daya Manusia (SDM) memangku fungsi yang sangat penting dalam 

mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia (SDM) yang 

dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah para 

pegawai yang memiliki kemampuan dalam mengelola pendapatan 

daerah khususnya perpajakan daerah dan pemungutan daerah. Terdapat  

133 pegawai dengan catatan administrasi pada daftar pegawai.
63

 

Tabel 4.1  

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  

Keterangan Jumlah Pegawai 

ASN 102 

NON ASN 31 

Total Pegawai  133 

 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2023) 

 

B. Penyajian dan Analisis Data 

 Pajak hotel dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) khususnya Kabupaten Jember guna membiayai belanja 

daerah. Berikut merupakan data kategori serta jumlah hotel yang ada di 

Kabupaten Jember: 
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Tabel 4.2                                                                                                                                   

Data Jumlah Hotel Kabupaten Jember Tahun 2022 

 

Kategori Jumlah  

Bintang Satu 2 

Bintang Tiga  8 

Melati Tiga  74 

Pesanggrahan 2 

Total 86 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

 Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang 

ditawarkan oleh restoran. Restoran sendiri adalah tempat yang 

menyediakan makanan atau minuman dengan dengan dipungut bayaran, 

termasuk tempat seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 

jenis-jenis lainnya, serta layanan katering.
64

 

 Dengan adanya pajak restoran juga dapat menjadi penunjang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Adapun data restoran 

Kabupaten Jember sebagai berikut:  

 Tabel 4.3                                                                                                                                  

Data Jumlah Restoran Kabupaten Jember Tahun 2022  

Kategori Jumlah  

Kafe 79 

Restoran 477 

Rumah Makan 93 

Catering 23 

Total 672 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 
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1. Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran 

Kabupaten Jember  

Untuk mengevaluasi seberapa efektifnya pemungutan Pajak 

Hotel dan Pajak Restoran, digunakan data mengenai target dan 

realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2018 

hingga 2022, yang diperoleh dari laporan realisasi pajak hotel dan 

pajak restoran. 

a. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran  

Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten 

Jember menggunakan sistem Self Assessment System sebagaimana 

yang telah disampaikan dalam kutipan wawancara dengan Bapak 

Agung selaku staff Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan 

Pajak Daerah lainnya mengenai sistem pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran: 

“Mekanisme pemungutan pajak hotel dan restoran ini 

menggunakan Self Assessment System dimana sistem ini 

memberikan kewenangan kepada wajib pajak menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak juga 

akan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang tetapi dengan pengawasan aparat pajak. 

aparat pajak di bidang verifikasi Bapenda Kabupaten 

Jember akan meninjau kembali dan langsung terjun ke 

lapangan untuk mengecek apakah wajib pajak benar 

melaporkan besaran pajak yang terutang dengan 

pendapatan wajib pajak.”
65

 

 

Peneliti juga mewawancarai Ibu Mega selaku Kabid Sub 

Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya 
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mengenai sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta 

besaran tarif yang dikenakan: 

“Bapenda Kabupaten Jember menggunakan Self Assesment 

System dimana wajib pajak bisa menentukan besaran pajak 

yang akan mereka bayar ke Bapenda dengan melihat 

besarnya pendapatan yang mereka peroleh. Untuk pajak 

hotel dan pajak restoran masing-masing dikenakan 10%.”
66

 

 

Peneliti pula mewawancarai Bapak Sugeng selaku Staff 

Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah 

lainnya mengenai sistem pemungutan pajak hotel dan pajak 

restoran serta besaran tarif pajak hotel dan pajak restoran “ 

“Mekanisme pemungutan pajak hotel dan pajak restoran 

yaitu secara self assessment system dimana wajib pajak 

menginput ke sistem E-SPTPD sesuai omset pendapatan 

selama satu bulan setelah itu baru dibayarkan sesuai dengan 

omset pendapatannya. Besaran pajak hotel dan pajak 

restoran ini dipungut 10% dari omset pendapatan. Sistem 

pemungutan sendiri Bapenda Kabupaten Jember ini 

memakai Self Assessment System dimana wajib pajak 

menentukan dan menyetorkan besaran pajak sesuai dengan 

pendapatan yang diperoleh wajib pajak itu sendiri.Besaran 

yang dibayarkan secara aturan itu minimal pendapatannya 

harus Rp.3.000.000 untuk memiliki NPWPD agar bisa 

masuk di pendapatan daerah atau pajak daerah.”
67

 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran 

Kabupaten Jember menggunakan Self Assessment System dimana 

wajib pajak diberi kewenangan untuk melaporkan besaran pajak 

terutang nya sendiri melalui sistem E-SPTPD di bawah 
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pengawasan fiskus. Untuk besaran tarif pajak hotel dan pajak 

restoran masing-masing dikenakan 10%. 

b. Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak 

Restoran 

Agar pemungutan pajak hotel dan pajak restoran bisa 

masuk kedalam kategori efektif, maka pemungutan pajak harus 

mencapai target yang telah ditentukan. Jika target pajak hotel dan 

restoran terpenuhi maka dipastikan 100% bahkan lebih dapat 

dikategorikan sangat efektif.  

Kabid Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak 

Daerah, Ibu Mega menjelaskan kondisi tingkat efektivitas 

pemungutan pajak hotel dan restoran dari tahun 2018-2022 dalam 

kutipan wawancara sebagai berikut:  

“Pajak hotel dan pajak restoran ini sudah dikatakan efektif 

ya. Mengapa saya katakan efektif karena bisa dilihat dari 

data realisasi itu dapat dilihat presentase dari target dan 

realisasi mencapai rata-rata 100%, ada beberapa yang 

belum mencapai 100% itu dikarenakan Pandemi Covid-19 

yang melanda bukan hanya Jember saja tapi seluruh dunia. 

Alasan dibalik efektif nya ini karena adanya kolarobasi dan 

sinkron antar bidang dimana sesuai tupoksi Bapenda, 

bidang satu berfokus pendataan, bidang dua berfokus 

pengelolaan dimana mencakup penagihan dan verifikasi, 

bidang tiga berfokus pengendalian dan bidang empat 

berfokus IT.”
68

 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Agung selaku staff sub 

Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah: 
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“Sesuai data yang kita punya yaitu data target dan realisasi 

ini 5 tahun kebelakang di tahun 2018-2022 tergolong cukup 

efektif ya dik, dilihat dari presentase nya jelas bahwa rata-

rata di angka 100%, namun seperti penerimaan pajak hotel 

di tahun 2020 belum tergolong 100% dikarenakan adanya 

Covid-19 yang mengakibatkan kurangnya wisatawan yang 

berkunjung ke Jember dan banyaknya juga hotel-hotel yang 

tutup. Pajak restoranpun demikian di tahun 2020 dan 2021 

tergolong kurang efektif dikarenakan banyak nya restoran 

yang tutup akibat pandemi tadi.”
69

 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku staff sub 

Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah mengenai 

tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran dari tahun 

2018-2022 yaitu: 

“Selama saya menjadi aparat pajak khususnya verifikasi 

pajak hotel dan pajak restoran ini cukup efektif ya dik, ya 

sebab ketika saya melakukan verifikasi penagihan pajak, 

wajib pajak cukup patuh tetapi sebagian pula ada yang 

menunggak dan tetap tidak membayar pajak. Sampai ketika 

kami pihak verifikasi turun lapangan baru mereka mau 

membayar pajak tersebut.”
70

 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara informan dapat 

disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran dikatakan hampir sangat efektif karena adanya 

Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan di beberapa tahun 

mengalami collabs. 

Dari wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak 

restoran hampir sangat efektif, juga perlu dilakukan perhitungan 
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efektivitas dari data realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran 

Kabupaten Jember. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan 

pajak restoran dari tahun 2018-2022 diperoleh dari data Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Target dan realisasi 

penerimaan pajak hotel dari 2018-2022 ditunjukkan pada tabel di 

bawah ini:  

Tabel 4.4 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember  

Tahun 2018-2022 

 

NO. Tahun 

(1) 

Target (Rp) 

(2) 

Realisasi (Rp) 

(3) 

Presentase (%) 

(4) 

1. 2018 Rp. 5.000.000.000 Rp. 4.851.803.607 97,04% 

2. 2019 Rp. 5.060.000.000 Rp. 5.902.788.679 116,66% 

3. 2020 Rp. 2.193.898.267 Rp. 2.092.070.911 95,36% 

4. 2021 Rp. 3.750.200.000 Rp. 3.935.892.541 104,95% 

5. 2022 Rp. 4.500.000.000 Rp. 6.137.395.767 136,39% 

Sumber: Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2023) 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dia atas, data target dan realisasi 

penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember di atas, dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2018 target sebesar Rp. 

5.000.000.000 dengan penerimaan realisasi sebesar Rp. 

4.851.803.607 atau 97,04%. Pada tahun 2019 target mengalami 

peningkatan sebesaran target sebesar Rp. 5.060.000.000 mencapai 

realisasi sebesar Rp. 5.902.788.679 atau 116,66%. Di tahun 2020 

target dan realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

yaitu tahun 2019 dengan target Rp. 2.193.898.267 dan realisasi 

Rp. 2.092.070.911 atau 95,36%. Tahun 2021, target maupun 
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realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.750.200.000 dan 

realisasi sebesar Rp. 3.935.892.541 atau 104,95%. Pada tahun 

2022 mengalami peningkatan pesat yaitu dengan target Rp. 

4.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.137.395.767 atau 

136,39%. Kesimpulan yang terjadi pada tahun 2018 dan tahun 

2020 realisasi penerimaan berada di bawah target yang telah 

ditentukan sedangkan di tahun 2019, 2021, dan 2022 realisasi 

penerimaan telah mencapai bahkan melebihi target yang 

ditetapkan.  

Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan target dan 

realisasi Pajak Hotel Kabupaten Jember 2018-2022 dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini: 

Gambar 4.2 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember  

Tahun 2018-2022 

 

  

Target dan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 

2018-2023 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 4.5 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten 

Jember  

Tahun 2018-2022 

 

NO. Tahun 

(1) 

Target (Rp) 

(2) 

Realisasi (Rp) 

(3) 

Presentase 

(%) 

(4) 

 

1. 2018 Rp. 12.500.000.000 Rp. 15.472.453.131 123,78% 

2. 2019 Rp. 19.750.000.000 Rp. 22.472.968.348 113,79% 

3. 2020 Rp. 14.100.000.000 Rp. 13.157.879.997 93,32% 

4. 2021 Rp. 18.214.500.000 Rp. 15.984.630.635 87,76% 

5. 2022 Rp. 19.000.000.000 Rp. 22.642.248.140 119,17% 

Sumber: Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2023) 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 di atas, data target dan realisasi 

penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember di atas, dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2018 target sebesar Rp. 

12.500.000.000 dengan penerimaan realisasi sebesar Rp. 

15.472.453.131 atau 123,78%. Pada tahun 2019 target mengalami 

peningkatan sebesaran target sebesar Rp. 19.750.000.000 

mencapai realisasi sebesar Rp. 22.472.968.348 atau 113,79%. Di 

tahun 2020 target dan realisasi mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan target Rp. 14.100.000.000 

dan realisasi Rp. 13.157.879.997 atau 93,32%. Tahun 2021, target 

maupun realisasi mengalami penurunan sebesar Rp. 

18.214.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.984.630.635 atau 

87,76%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu dengan 

target Rp. 19.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 
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22.642.248.140 atau 119,17%. Kesimpulan yang terjadi pada 

tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi penerimaan berada di bawah 

target yang telah ditentukan sedangkan di tahun 2018, 2019, dan 

2022 realisasi penerimaan telah mencapai bahkan melebihi target 

yang ditetapkan.  

 Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan target dan 

realisasi Pajak Hotel Kabupaten Jember 2018-2022 dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini: 

Gambar 4.3 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten 

Jember Tahun 2018-2022 

 

  

 Efektivitas merujuk pada keterkaitan antara hasil atau 

output dengan target atau sasaran yang ingin dicapai. Suatu 

kegiatan atau prosedur dianggap efektif ketika berhasil mencapai 

maksud dan tujuan akhir dari kebijakan yang diterapkan. Semakin 

besar pencapaian hasil terhadap target dan sasaran yang telah 

ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas kegiatan 
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tersebut.
71

 Perhitungan efektivitas pajak hotel Kabupaten Jember 

tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.6 

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember  

Tahun 2018-2022 

 

NO Tahun 

(1) 

Target (Rp) 

(2) 

Realisasi (Rp) 

(3) 

Presentas

e (%) 

(4) 

Keterangan 

1. 2018 Rp. 5.000.000.000 Rp. 4.851.803.607 97,04% Cukup Efektif 

2. 2019 Rp. 5.060.000.000 Rp. 5.902.788.679 116,66% Sangat Efektif  

3. 2020 Rp. 2.193.898.267 Rp. 2.092.070.911 95,36% Cukup Efektif 

4. 2021 Rp. 3.750.200.000 Rp. 3.935.892.541 104,95% Sangat Efektif  

5. 2022 Rp. 4.500.000.000 Rp. 6.137.395.767 136,39% Sangat Efektif  

Sumber: Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2023) 

 

 Berdasarkan tabel 4.6 di atas diketahui bahwa pada tahun 

2019, 2021 dan 2022 pajak hotel Kabupaten Jember dapat 

mencapai target yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan sangat 

efektif (<100%). Hal ini dikarenakan BAPENDA Kabupaten 

Jember  melakukan gerakan “kejar target” dimana para staff 

penagihan pajak daerah khususnya pajak hotel melakukan 

penagihan kepada wajib pajak secara door to door atau dapat 

dikatakan langsung mendatangi tempat wajib pajak untuk 

menagih kewajibannya. Namun, pada tahun 2018 dan 2020 

penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang ditetapkan 

yaitu pada tahun 2018 sebesar 97,04% dan tahun 2020 sebesar 

95,36% tetapi dapat dikatakan sebagai “Cukup Efektif”. 
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Sedangkan pada tahun 2020 Kabupaten Jember bahkan seluruh 

dunia mengalami pandemi Covid-19 yang mengakibatkan 

turunnya tingkat realisasi pajak hotel. 

 Perhitungan efektivitas pajak restoran Kabupaten Jember 

tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.7 

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten 

Jember  

Tahun 2018-2022 

 

NO Tahun 

(1) 

Target (Rp) 

(2) 

Realisasi (Rp) 

(3) 

Presentas

e (%) 

(4) 

 

Keterangan 

1. 2018 Rp. 12.500.000.000 Rp. 15.472.453.131 123,78% Sangat Efektif 

2. 2019 Rp. 19.750.000.000 Rp. 22.472.968.348 113,79% Sangat Efektif 

3. 2020 Rp. 14.100.000.000 Rp. 13.157.879.997 93,32% Cukup Efektif 

4. 2021 Rp. 18.214.500.000 Rp. 15.984.630.635 87,76% Kurang Efektif 

5. 2022 Rp. 19.000.000.000 Rp. 22.642.248.140 119,17% Sangat Efektif 

Sumber: Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2023) 

 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui bahwa dalam tahun 

2018-2019 pajak restoran Kabupaten Jember dikatakan telah 

mencapai target yang ditetapkan (<100%). Hal ini disebabkan 

karena semakin meningkatnya wajib pajak yang dapat melunasi 

kewajibannya tepat waktu. Realisasi penerimaan pajak restoran di 

tahun 2020 mencapai 93,32% yang bisa dikatakan “Cukup 

Efektif” dan di tahun 2021 merupakan realisasi penerimaan 

terendah sebesar 87,76% dapat dikategorikan “Kurang Efektif”. 

Hal ini terjadi karena dampak setelah terjadinya Pandemi Covid-

19 dimana pandemi ini membuat usaha restoran di Kabupaten 



 

 
 

66 

Jember lumpuh bahkan “gulung tikar”. Dampak ini membuat para 

wajib pajak menutup usahanya dan tidak dapat melunasi 

kewajibannya. Di tahun 2022, mulai bangkit nya usaha yang di 

jalankan oleh wajib pajak dan timbulnya usaha baru yang 

membuat realisasi pemungutan pajak restoran meningkat yakni 

sebesar 119,17% dapat dikategorikan sebagai “Sangat Efektif”.  

2. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Untuk Meningkatkan Pemungutan Pajak Hotel Dan 

Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember 

a. Hambatan yang terjadi pada Pemungutan Pajak Hotel dan 

Restoran Kabupaten Jember 

Dalam proses pemungutan pajak hotel dan restoran, Badan 

Pendapatan Daerah mengalami beberapa hambatan, sebagai berikut 

dijelaskan oleh ibu Mega selaku Kabid sub Bidang Pengelolaan 

Retribusi Daerah dan pajak lainnya: 

“Hambatan-hambatan yang ada ini seperti wajib pajak hotel 

maupun restoran mungkin tidak selalu patuh dalam 

membayar pajak dengan benar atau tepat waktu. Hal ini 

dapat menimbulkan masalah dalam pemungutan pajak dan 

memerlukan upaya ekstra dari Bapenda untuk melakukan 

penagihan. Ketika pihak kami melakukan verifikasi 

langsung baru mereka membayar pajak tersebut.” 

 

        Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Sugeng 

sebagai berikut:  

 

“Biasanya hambatan yang terjadi itu wajib pajak tidak 

membayar tepat waktu. Ada juga yang melaporkan besaran 

pajak nya tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan 

entah itu pajak restoran maupun hotel ” 
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Lalu dari hasil wawancara bapak Agung terkait hambatan 

yang terjadi pada pemungutan pajak hotel dan restoran yakni: 

“Hambatan yang terjadi itu seperti besaran pajak tidak 

dilaporkan secara valid atau benar oleh wajib pajak. dan 

pembayaran pajak hotel maupun pajak restoran ini tidak 

tepat waktu yang mengakibatkan kami sebagai fiskus 

melakukan verifikasi dimana kami melakukan crosscheck 

langsung ke wajib pajak dan mengunjungi restoran maupun 

hotel wajib pajak.” 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi pada pemungutan pajak 

hotel dan restoran Kabupaten Jember antara lain wajib pajak hotel 

dan restoran terkadang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak 

secara benar atau tepat waktu. Akibatnya, hal ini bisa 

menyebabkan masalah dalam proses pemungutan pajak dan 

nanitnya mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Jember tidak mencapai target yang telah ditentukan.  

b. Upaya yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

untuk Meningkatkan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran 

pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan berbagai 

upaya atas hambatan-hambatan yang ada agar selalu meningkatkan 

pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli 

Daerah yaitu di antaranya yang telah dijabarkan oleh Ibu Mega 

selaku Kabid sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak 

Daerah yaitu dapat melakukan lima upaya yaitu : 
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“Hal yang dapat dilakukan dalam hal untuk meningkatkan 

pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yakni pertama 

Memaksimalkan Tupoksi yang ada. Untuk mencapai 

efektivitas dan efisiensi maksimal dalam pemungutan pajak 

melalui optimalisasi setiap aspek tugas dan fungsi lembaga 

atau instansi yang terlibat khususnya antar bidang ya. 

Identifikasi dan peningkatan tugas-tugas yang berkaitan 

langsung dengan efektivitas pemungutan pajak. 

Penyusunan SOP yang jelas untuk setiap aspek tupoksi 

pemungutan pajak. Meningkatkan atau memperbarui SOP 

agar sesuai dengan perubahan dalam kebijakan perpajakan 

juga penting agar sesuai dengan keselarasan antar bidang. 

Kedua yakni Peningkatan Kualitas SDM, aparat pajak ini 

terus memberikan pengajaran atau wawasan lebih dalam 

terkait undang-undang yang menjadi dasar pemungutan 

pajak daerah dan juga memberikan pelatihan terkait 

pemungutan pajak daerah. Hal ini menjadikan aparat pajak 

lebih terampil dan lebih produktif. Kemudian yang ketiga 

yakni memperkuat rasa kolaboratif dan komunikatif antar 

pegawai yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang mendukung yang nantinya menghasilkan 

pertukaran informasi yang efektif, meningkatkan koordinasi 

antarpegawai, dan memastikan bahwa semua anggota tim 

memiliki visi yang sama dalam mencapai tujuan 

pemungutan pajak. Upaya keempat yaitu Peningkatan 

Transparansi, dalam upaya meningkatkan efektivitas 

pemungutan pajak mencakup langkah-langkah untuk 

membuat proses perpajakan lebih terbuka, jelas, dan dapat 

dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk wajib 

pajak ya. Memastikan bahwa informasi mengenai aturan 

perpajakan, tarif pajak, dan prosedur pelaporan 

dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh wajib 

pajak itu sendiri dan yang kelima yaitu peningkatan 

pengawasan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan mencegah 

atau mengidentifikasi potensi pelanggaran”
72

  

 

Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku staff sub 

Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah mengenai 

upaya apa yang bisa dilakukan Badan Pendapatan Daerah 
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(Bapenda) untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel 

dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember 

yaitu: 

“Tindakan yang harus dilakukan oleh Bapenda Kabupaten 

Jember terkait peningkatan pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran yakni Bapenda dapat meningkatkan rasa 

kolaboratif antar semua bidang terkait pemungutan pajak 

baik pajak hotel, pajak restoran maupun semua pajak yang 

ada. Dengan adanya rasa kompak antar bidang membuat 

pemungutan pajak semakin efektif dan tidak ada kesalahan 

komunikasi. Kemudian Bapenda dapat meningkatkan 

kualitas SDM dimana SDM yakni aparat pajak yang 

menjadi peranan penting dalam suatu proses pemungutan 

pajak. peningkatan SDM ini dapat dilakukan dengan cara 

pemberian sosialisasi atau workshop untuk peningkatan 

mutu aparat pajak. dapat juga meningkatkan transparansi 

dimana transparansi ini keterbukaan informasi yang 

diberikan aparat pajak kepada wajib pajak mengenai proses 

maupun aturan yang berlaku. Intinya kita memeriksa bukti 

pelaporannya dari wajib pajak itu wajib pajak sendiri yang 

melaporkan ya jadi kita pastikan yang dilaporkan itu sesuai 

atau tidak dengan cara verifikasi dalam waktu 3-4 bulan ke 

wajib pajak tersebut.”
73

 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Agung selaku staff sub 

Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah mengenai 

upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan efektivitas pemungutan 

pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Jember yaitu dijabarkan dalam wawancara berikut: 

“Upaya-upaya ini dapat dilakukan Bapenda Kabupaten 

Jember seperti pertama, Bapenda dapat menambah wajib 

pajak baru seperti hotel ataupun restoran baru yang belum 

terdaftar di data pajak hotel maupun restoran. Hal ini dapat 

meningkatkan PAD Kabupaten Jember juga. Kemudian 
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yang kedua dapat melakukan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia nya dulu yaitu pegawai pajak nya. Dengan 

dibekali ilmu dasar perpajakan maka semakin kuat dan 

efektif pula pemungutan pajak nantinya dilakukan sebab 

pegawai pajak merupakan wajah dari Bapenda dimana 

pegawai pajak yang langsung terjun untuk melihat 

bagaimana keadaan usaha dari si wajib pajak dan akan 

melakukan verifikasi di lapangan. Yang ketiga, Bapenda 

dapat melakukan penguatan pengawasan sebab jika terjadi 

kesalahan maupun penyimpangan dalam proses 

pemungutan pajak mamupun dalam hal verifikasi maka 

akan terjadi ketidakefektivitasan pula.”
74

 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan Bapenda 

Kabupaten Jember meningkatkan efektivitas pemungutan pajak 

hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah yaitu 

pertama, Memaksimalkan tupoksi yang ada. Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember khususnya bidang-bidang terkait pajak 

hotel dan pajak restoran saling berinteraksi mengenai pemungutan 

pajak. Dengan tupoksi yang ada, saling memaksimalkan 

pemungutan pajak daerah guna peningkatan pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Jember. Kedua, Meningkatkan Kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). Meningkatkan kualitas aparat 

pajak menjadi salah satu upaya Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember untuk dapat meningkatkan pemungutan pajak 

daerah khususnya pajak hotel dan restoran. Ketiga, Memperkuat 

rasa kolaboratif dan komunikatif antar pegawai. Semua bidang 

terkait pastinya harus memiliki rasa kolaboratif dan komunikatif 
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agar pesan atau informasi yang disampaikan lebih akurat. Dengan 

memperkuat rasa kolaboratif dan komunikatif antar pegawai, dapat 

meningkatkan pula komunikasi, kreativitas dan memicu sinergi 

antar pegawai. Keempat, Peningkatan Transparansi. BAPENDA 

khususnya staff pajak dapat meningkatkan transparansi dalam 

proses pemungutan pajak, memberikan informasi yang jelas 

mengenai tarif pajak, peraturan, dan tata cara pembayaran. Dan 

kelima, Peningkatan Pengawasan. Tujuan utama dari peningkatan 

pengawasan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 

mengoptimalkan penerimaan pajak, dan mencegah atau 

mengidentifikasi potensi pelanggaran. 

 

C. Pembahasan Temuan  

Pembahasan temuan adalah gagasan peneliti dari keterkaitan antara 

kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-

temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang di 

uangkap dari lapangan.
75

 

1. Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember 

Menurut teori yang dikutip dalam buku Mardiasmo, indikator 

efektivitas mencerminkan sejauh mana jangkauan akibat dan dampak 

(outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan 

program. Tingkat kontribusi keluaran terhadap pencapaian tujuan atau 
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sasaran program menjadi penentu seberapa efektifnya suatu unit 

organisasi dalam menjalankan proses kerjanya. Dengan mengalisa 

seberapa besar efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran 

di Kabupaten Jember. Semakain tinggi tingkat rasio efektifitas baik 

dari segi kualitas, kuantitas ataupun batas waktu, maka akan 

menunjukan kemampuan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan 

perkembangan pajak daerah dari masing – masing sektor juga sangat 

berpengaruh untuk mengetahui tingkat efektifitas daerah ditiap 

tahunnya.
76

 

Dapat dilihat pada data laporan penerimaan pajak hotel dan 

pajak restoran Kabupaten Jember di tahun 2018-2022 dapat diketahui 

bahwa hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas pajak hotel 

dan restoran, penerimaannya mengalami kenaikan dan penurunan. 

Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dapat di 

lihat pada tabel 4.6 dan 4.7 dimana terlihat rasio efektivitas di tahun 

2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan 

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran 

Kabupaten Jember pada lima tahun terakhir tergolong “Efektif”. Pada 

bab sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya pada tahun 2018 dan 

2020 pajak hotel tergolong “Cukup Efektif”, dan di tahun 2019, 2021, 

dan 2022 pajak hotel tergolong “Sangat Efektif”. Untuk pajak restoran, 

di tahun 2018 dan 2019 tergolong “Sangat Efektif” sedangkan di tahun 
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2020 tergolong “Cukup Efektif”. Pada tahun 2021 merupakan tahun 

dimana pemungutan pajak restoran mengalami krisis yang diakibatkan 

oleh Pandemi Corona 19 yang dikategorikan “Kurang Efektif” dan di 

tahun 2022 merupakan tahun dimana Kabupaten jember mengalami 

Pra Pandemi yang mengakibatkan peningkatan pemungutan pajak 

restoran yang dikateogorikan “Sangat Efektif”. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Firli Fissilmi Kaaffah dan M. Imam Sundarta yang 

berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel 

dan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Bogor yang meyatakan bahwa 

Pajak Hotel Kota Bogor tahun 2018-2022 berkategori Sangat Efektif 

dengan rata-rata 121,28%. Sama halnya dengan penelitian ini, pajak 

rata-rata pajak hotel di tahun 2018-2022 sebesar 110,08% yang dapat 

dikategorikan Sangat Efektif. 

Pada penelitian ini, sistem yang dipakai untuk pemungutan 

pajak hotel dan pajak restoran menggunakan Self Assessment System. 

Berdasarkan kutipan dalam buku Safri Nurmantu, Self Assessment 

System merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan 

kepada wajib pajak untuk memenehui dan melaksanakan sendiri 

kewajibannya dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan 5 

M, yakni mendaftarkan diri, menghitung sendiri jumlah pajak yang 

terutang, menyetor pajak tersebut, dan melaporkan penyetoran serta 
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menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT 

(Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. 
77

 

2. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Untuk Meningkatkan Pemungutan Pajak Hotel Dan 

Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember 

Dalam kutipan buku Anggoro menyimpulkan bahwa 

pemungutan pajak daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan 

untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna 

dan berhasil dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
78

 Jika 

pemungutan pajak daerah salah satunya pajak hotel dan pajak restoran 

ini meningkat maka dapat meningkat pula tingkat pendapatan asli 

daerah suatu daerah. Meningkatnya suatu pajak dapat disebut juga 

dengan kondisi keefektivitasan pemungutan pajak. 

Terkadang dibalik kefektivitasan suatu pajak terjadi suatu 

hambatan dimana hambatan tersebut dapat menghambat suatu proses 

pemungutan pajak. Hambatan yang dialami oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember yaitu dimana wajib pajak hotel maupun 

restoran mungkin tidak selalu patuh dalam membayar pajak dengan 

benar atau tepat waktu. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam 

pemungutan pajak dan memerlukan upaya ekstra dari Bapenda untuk 
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melakukan penagihan. Ketika pihak kami melakukan verifikasi 

langsung baru mereka membayar pajak tersebut. 

Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah 

salah satunya fokus pada penelitian ini yaitu pajak hotel dan pajak 

restoran, BAPENDA Kabupaten Jember perlu melakukan tindakan 

dari hambatan dimana tindakan tersebut dapat memberikan 

peningkatan terhadap pajak hotel dan pajak restoran. Sesuai dengan 

wawancara yang telah dilakukan, tindakan yang akan BAPENDA 

Kabupaten Jember lakukan guna meningkatkan pemungutan pajak 

hotel dan pajak restoran yaitu:  

a. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi  

BAPENDA Kabupaten Jember dapat melakukan 

penyuluhan kepada pemilik hotel maupun usaha kuliner (restoran) 

serta masyarakat umum terkait pentingnya pembayaran pajak. 

selain itu, BAPENDA dapat juga dapat memberikan sosialisasi 

mengenai aturan perpajakan, kewajiban dan sanksi bagi 

pelanggaran kepada fiskus karena fiskus lah yang nantinya akan 

terjun langsung pada pemungutan pajak hotel dan restoran. 

Dengan adanya peningkatan edukasi terhadap fiskus maka 

peningkatan pemungutan pajak juga semakin meningkat.  
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b.  Memaksimalkan tupoksi yang ada 

Tupoksi-tupoksi yang telah terbentuk akan membuat tugas 

dari fiskus terlaksana dengan runtut dan benar. Maka dari itu, 

tupoksi tersebut harus dimaksimalkan agar terciptanya 

keefektivitasan yang lebih tinggi pula. Bentuk dari 

memaksimalkan tupoksi yang ada yakni mengevaluasi, 

meningkatkan, dan mengoptimalkan setiap aspek dari tupoksi 

Bapenda khususnya Kabupaten Jember yang terlibat dalam 

pemungutan pajak, sehingga dapat dicapai tingkat efektivitas 

yang lebih tinggi dalam mengumpulkan pendapatan pajak. 

Dengan memastikan bahwa setiap tugas dan fungsi yang 

ditetapkan Bapenda dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan 

perannya. 

Bapenda Kabupaten Jember memastikan bahwa staf yang 

ditugaskan untuk pemungutan pajak memiliki keahlian dan 

keterampilan yang sesuai dengan tugas yang diemban, sehingga 

pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara profesional. Serta dapat 

memperkuat kerja sama dan koordinasi antar bidang terkait dalam 

melakukan pemungutan pajak yang akan membuat tingkat 

efektivitas yang lebih tinggi. 

c. Memperkuat rasa kolaboratif dan komunikatif antar pegawai 

Membentuk tim yang kolaboratif, di mana setiap anggota 

tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam 
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pemungutan pajak. Dengan adanya rasa kolaboratif yang diapat 

dalam tim pemungutan pajak akan membuat kemudahan fiskus 

untuk mencapai efektivitas pemungutan pajak tersebut. 

Mendorong kerja sama tim untuk mencapai tujuan bersama dalam 

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.  

Hasil yang didapat dari rasa kolaboratif adalah terjalinnya 

komunikasi yang efektif antar tim maupun antar individu 

pegawai. Terjaidnya fokus pada kemampuan menyampaikan 

informasi secara efektif dan mendengarkan dengan baik. Output 

dari komunikatif antar tim akan memberikan kesempatan bagi 

pegawai untuk menyampaikan pendapat dan memberikan 

kontribusi. Serta membangun keterbukaan dalam pengambilan 

keputusan dan perencanaan strategi pemungutan pajak. hal inilah 

yang akan membuat tingkat keefektivitasan dalam pemungutan 

pajak. 

d. Peningkatan Transparansi 

Transparansi informasi terkait peraturan perpajakan 

dilakukan agar pelaku usaha dapat lebih memamahi dan 

mematuhi aturan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman yang 

nantinya akan menghasilkan kepatuhan pelaku usaha terkait 

pembayaran pajak yang diwajibkan bagi pelaku usaha maka 

semakin tinggi tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah 

khususnya pajak restoran dan pajak restoran.  
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e. Peningkatan Pengawasan  

Fiskus pemungutan pajak khususnya BAPENDA 

Kabupaten Jember perlu meningkatkan pengawasan agar terjadi 

peningkatan pemungutan pajak salah satunya pajak hotel dan 

restoran. Peningkatan pengawasan dilakukan seperti memastikan 

bahwa seluruh proses pemungutan pajak diawasi dengan cermat, 

dan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum 

diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta 

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak secara keseluruhan. 

f. Ekstensifikasi pajak 

Ekstensifikasi pajak adalah langkah yang diambil untuk 

menambah jumlah wajib pajak baru yang dapat dikenai pajak, 

memperluas cakupan objek pajak yang ada, serta menciptakan 

jenis pajak baru. Kabupaten Jember memiliki perkembangan 

pesat pada usaha perhotelan maupun UMKM yang dapat 

mendongkrak pendapatan asli daerah. Upaya tersebut dapat 

membuat tingkat efektivitas pemungutan pajak serta peningkatan 

PAD Kabupaten Jember. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat 

ditempuh melalui cara:  

1) Perluasan wajib pajak. 

2) Penyempurnaan tarif.  

3) Perluasan objek pajak.  
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g. Intensifikasi pajak 

Merupakan upaya meningkatkan pengelolaan daerah 

dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan 

pajak, serta memperbaiki sistem perpajakan daerah. Intensifikasi 

pajak juga dapat diartikan sebagai peningkatan dalam pungutan 

pajak terhadap subjek dan objek pajak yang memiliki potensi 

namun belum tergarap, serta meningkatkan kinerja pemungutan 

untuk mengurangi kebocoran yang terjadi. Pendekatan 

intensifikasi dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, 

seperti:  

1) Penyempurnaan administrasi pajak.  

2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.  

3) Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.
79
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BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan 

dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan 

Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel 

Kabupaten Jember yang telah diteliti, tingkat efektivitas pemungutan 

pajak hotel di tahun 2018 di angka 97,04% bisa dikategorikan sebagai 

“Cukup Efektif”. Pada tahun 2019 target mengalami peningkatan 

sebesaran 116,66% dikatakan “Sangat Efektif”. Di tahun 2020 target 

dan realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 95,36%, hal ini dapat dikategorikan sebagai “Cukup Efektif”. 

Tahun 2021, target maupun realisasi mengalami kenaikan sebesar 

104,95% dikatakan “Sangat Efektif” dan tahun 2022 mengalami 

peningkatan pesat sebesar 136,39% dikategorikan pula sebagai 

“Sangat Efektif” 

b. Hambatan yang dialami Badan Pendapatan Daerah  pada pemungutan 

pajak hotel dan restoran yaitu wajib pajak tidak konsisten dalam hal 

melapor dan membayar pajak tidak tepat waktu. Upaya yang dapat 

dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Jember untuk meningkatkan 

pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah 

80 
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Kabupaten Jember yaitu dengan memaksimalkan tupoksi yang ada, 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperkuat 

rasa kolaboratif dan komunikatif antar pegawai, peningkatan 

transparansi, dan peningkatan Pengawasan.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin dapat beemanfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember  

Pemerintah Kabupaten Jember bisa memperkuat pengawasan 

dengan mengintensifkan upaya sosialisasi kepada wajib pajak yang 

kurang paham akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu.  

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai tambahan referensi bagi 

perpustakaan kampus. Jika ada peneliti lain yang ingin menyelidiki 

topik yang sama, mereka dapat mempertimbangkan untuk menambah 

variabel-variabel lain yang berpotensi mempengaruhi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sehingga dapat memperluas keragaman variabel yang 

telah ada. 
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MATRIK PENELITIAN 

JUDUL VARIABEL INDIKATOR SUMBER DATA METODE 

PENELITIAN 

FOKUS 

PENELITIAN 

Analisis 

Efektivitas 

Pemungutan Pajak 

Hotel dan 

Restoran Pada 

Pendapatan Asli 

Daerah Badan 

Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Jember 

1. Efektivitas 

Pajak Hotel 

dan Pajak 

Restoran 

2. Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

1. a. Target 

b. Realisasi 

 

 

2. Realisasi 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

1. Subyek/Informan 

a. Kabid  

b. Staff 

2. Studi Pustaka  

a. Buku Ilmiah 

b. Laporan 

Penelitian 

c. Jurnal  

d. Skripsi  

e. Website  

1. Pendekatan 

Penelitian : 

Kualitatif 

2. Jenis Penelitian : 

Deskriptif  

3. Lokasi Penelitian : 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Jember  

4. Pengumpulan Data :  

a. Observasi  

b. Wawancara  

c. Dokumentasi  

5. Analisis Data :  

a. Pengumpulan 

Data  

b. Reduksi Data  

c. Penyajian Data  

d. Kesimpulan 

6. Keabsahan Data : 

Triangulasi   

1. Upaya apa yang 

dilakukan Badan 

Pendapatan 

Daerah (Bapenda) 

untuk 

meningkatkan 

efektivitas 

pemungutan pajak 

hotel dan restoran 

pada pendapatan 

asli daerah 

Kabupaten Jember 

? 

2. Bagaimana 

tingkat efektivitas 

pemungutan pajak 

hotel dan restoran 

pada pendapatan 

asli daerah 

Kabupaten Jember 

? 

 

 

 

 

 

 

8
6
 



87 

 

 

87 

 



 

 
 

88 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember? 

2. Apa visi & misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember? 

3. Bagaimana struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember? 

4. Berapa jumlah pegawai ASN & Non ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember? 

5. Melihat pada data target dan realisasi PAD dari tahun 2018-2022, bagaimana 

tanggapan bapak/ibu mengenai data tersebut?  

6. Apakah ada faktor dibalik peningkatan dan penurunan PAD KAB JEMBER? 

7. Dengan turunnya PAD pada tahun 2020 secara drastis, apa yang dilakukan 

BAPENDA KAB JEMBER untuk menindaklanjuti hal tersebut? 

8. Berapa jumlah dan nama hotel & restoran di Kabupaten Jember ? 

9. Bagaimana proses pemungutan pajak hotel dan restoran Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember? 

10. Berapa jumlah (%) pengenaan pajak hotel dan restoran Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember? 

11. Apakah selama proses pemungutan pajak hotel & restoran apakah sudah efektif atau 

belum? 

12. Apa upaya dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan 

efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah 

Kabupaten Jember? 

13. Apakah BAPENDA Kabupaten Jember memiliki tindakan kejar target pada pajak 

hotel dan restoran tersebut atau hal semacamnya agar pajak tersebut mencapai target 

yang dicapai? 

14. Sebagai KABID, upaya apa yang akan dilakukan ibu untuk meningkatkan 

keefektifitasan pemungutan pajak hotel dan restoran ? 
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DOKUMENTASI PENELITIAN  

 

 
 

Wawancara dengan Ibu Mega Wulandari selaku Kabid Sub 

Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya 

 
 

Wawancara dengan Bapak Sugeng Mulyono selaku staff Sub 

Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya 

 
 

Wawancara dengan Bapak Agung B. Aji selaku staff Sub Bidang 

Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya 
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Pengambilan Data bersama Bapak Eko Winarno selaku staff Sub 

Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya 
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BIODATA PENULIS  

 

Identitas Diri 

Nama     : Dhira Ervina Safitri 

NIM    : 204105030005 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 April 2001 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam  

Alamat    : Jalan Tawang Mangu III No 78 RT 02 RW 05 Lingk Krajan 

      Barat Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. 

Program Studi   : Akuntansi Syariah  

Jurusan   : Ekonomi Islam  

Fakultas    : Ekonomi dan Bisnis Islam  

Telepon/HP   : 081235084624 

Email    : dhiraervinas@gmail.com  

 

Riwayat Pendidikan 

SDN Tegal Gede 01  : 2008 - 2014 

SMP Negeri 6 Jember  : 2014 - 2017  

SMK Negeri 1 Jember : 2017- 2020 

UIN KHAS Jember   : 2020-2024 
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